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Pengantar Penerbit

TIDAK DISANGSIKAN LAG], terlebih pada periode sulit 1945-1949, rak-
yat Aceh memperlihatkan kesetiaan penuh kepada Republik Indonesia.
Tetapi dalam sejarah, daerah yang kerap disebut ”serambi Mekah” ini
tidak pernah sepi dari gejolak. Lalu timbul pertanyaan: faktor-faktor
apakah yang memicu pergolakan yang nyaris tiada henti tersebut? Di
balik keunikan setiap gejolak, adakah benang merah yang menghubung-
kan berbagai gejolak itu satu sama lain? Kemudian, bagaimana hubung-
annya dengan gejolak sejenis di daerah-daerah lain?

Salah satu di antara pergolakan tersebut, dan ini merupakan yang ter-
besar, adalah yang meletus tahun 1953-1962 di bawah panji Darul Islam
pimpinan Daud Beureueh. Penafsiran beberapa penulis menjelaskan, ge-
jolak besar di Aceh tersebut disebabkan oleh konflik antara ulama-ule-
balang, sedang penafsiran yang lain menganggap pergolakan itu sebagai
akibat stagnasi sosial”. Ada pula penafsiran yang menekankan penga-
ruh perkembangan politik tingkat nasional yang berkecamuk di Aceh,

Kajian Nazaruddin Sjamsuddin ini di lain pihak, karena ditulis dari
perspektif daerah, memungkinkan penulisnya memiliki banyak peluang
untuk melihat berbagai faktor yang bekerja dan berinteraksi dalam per-
golakan itu. Telaah penulis yang luas mengenai sejarah politik dan latar
belakang pergolakan menjelaskan banyak hal: faktor-faktor regional dan
religius, cita-cita mendirikan negara Islam, pertentangan kepentingan di
dalam lingkungan kaum pemberontak itu sendiri, serta hubungan gerak-
an ini dengan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Kartosuwirjo di
Jawa Barat.




Kajian dalam buku yang diangkat dari disertasi ini telah menempat-
kan kasus gerakan Aceh itu dalam kerangka yang jelas, yakni sebagai
salah satu upaya memahami masalah integrasi nasional Indonesia.

Jakarta, September 1990

viii




Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT
PRAKATA

PENGANTAR EDISI INDONESIA
CATATAN TENTANG EJAAN
PETA ACEH TAHUN 1953

BABI

BAB1I.

BAB 11

BAB1V.

BABV.

PENDAHULUAN 1

MENJELANG PEMBERONTAKAN 34
Pembubaran Propinsi Aceh

Jakarta dan Pertarungan Kekuasaan Lokal
Dampak Sosial Ekonomis Pembubaran Propinsi

PEMBERONTAKAN 83
Pecahnya Pemberontakan
Sebab dan Penjelasan

JAWABAN JAKARTA 124
Kebijaksanaan yang Konfrontatif
Kebijaksanaan yang Akomodatif

LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN 165
Rakyat dan Pemberontakan
Para Pemimpin dan Pemberontakan

Eiszﬁ . 2

165
188




BABVI. KALANGAN DARUL ISLAM 204
Pemerintahan Negara Bagian Aceh
Konflik dalam NBA
Hubungan NBA-NII

BAB vi. MENUJU PENYELESAIAN 265
”Konsepsi Prinsipil Bijaksana”
Dewan Repolusi
Episode Akhir

BAB viiI. KESIMPULAN 334
ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR PUSTAKA
INDEKS

EHE

265
287
313

351
367




Prakata

SEJAUH MENYANGKUT hubungan antara Aceh dan Pemerintah Pusat,
pemberontakan yang terjadi di Aceh pada bulan September 1953 meru-
pakan suatu titik balik dalam sejarah politik daerah tersebut. Pemberon-
takan itu merupakan titik balik yang penting bila diingat bahwa hanya be-
berapa tahun sebelumnya rakyat Acch telah memperlihatkan apa yang
agaknya merupakan kesetiaan penuh kepada Pemerintah Pusat, justru
pada saat pemerintah menghadapi krisis mempertahankan hidupnya da-
lam perjuangan mencapai kemerdekaan. Seluruh jaringan lembaga dan
kekuatan politik setempat yang telah memobilisasi rakyat untuk menen-
tang Belanda pada masa revolusi 1945-1949 dan mendukung Republik
Indonesia sepanjang perjalanan revolusi nasional itu, beberapa tahun ke-
mudian berbalik menentang Pemerintah Pusat dalam suatu perjuangan
berdarah.

Setiap studi mengenai pemberontakan ini, oleh karena itu, harus di-
kaitkan dengan latar belakang yang luas mengenai jalannya revolusi na-
sional di daerah itu, di samping berbagai aspirasi dan harapan yang
didorong oleh prospek kemerdekaan. Bagi pemerintah yang baru mer-
deka di Jakarta, sebagaimana halnya bagi penguasa kolonial dahulu di
Batavia, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang sulit dikuasai. Pada
kenyataannya banyak orang Indonesia memandang rakyat Aceh sebagai
orang yang keras kepala. Seberapa jauh kebenaran gambaran itu, pem-
baca akan dapat menilai dengan baik setelah membaca kajian ini. Untuk
menjelaskan masalah politik yang dihadapi Pemerintah Pusat, saya me-
ngaitkan kajian tentang pemberontakan ini tidak hanya dengan jalannya
berbagai peristiwa dalam revolusi nasional secara umum, tetapi juga de-
ngan kecenderungan-kecenderungan sosial-politik tertentu di daerah itu




pada masa kolonial.

Berbeda dari kajian-kajian lain tentang politik lokal di Indonesia, bu-
ku ini mencoba meninjau permasalahannya dari perspektif daerah yang
bersangkutan, dan bukan dari tingkat nasional. Dengan demikian, kajian
ini diharapkan akan dapat menerangkan sebagian besar aspek tingkah
laku dan kehidupan politik Aceh yang mengarahkan rakyat untuk mem-
berontak terhadap kekuasaan Pemerintah Pusat di Jakarta. Saya yakin
bahwa hal ini akan sangat mungkin dicapai dengan mengkaji secara teliti
perkembangan di daerah itu, dengan meinberikan perhatian besar ter-
hadap nuansa-nuansa yang barangkali terabaikan jika dikaji dengan cara
yang lain. Hanya dengan jalan inilah masalah ketegangan hubungan an-
tara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta akan dapat ditempat-
kan di atas basis yang seimbang, Dengan cara demikianlah, kajian ini
akan menjadi pelengkap bagi kajian-kajian lain yang memusatkan diri
pada pendekatan tingkat nasional.

Melihat masalah yang dihadapi rakyat setempat dari daerah mereka
sendiri memberi beberapa keuntungan yang lain. Pertama, tinjauan dari
dekat akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang lebih matang, se-
bab dapat dipertimbangkan lebih banyak faktor, yang kadang-kadang
terasa jalin-menjalin dan terlalu mendetail untuk diperhatikan. Berbagai
faktor, atau bahkan nuansa-nuansa ini, yang mungkin diabaikan oleh
pendekatan pada tingkat nasional, sering memerlukan pertimbangan
yang lebih baik. Kedua, kajian semacam ini pasti akan memunculkan hal-
hal yang khusus ke permukaan, sehingga memungkinkan kita memban-
dingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Pendekatan ini akan
memberi pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah nasional
yang dihadapi oleh suatu negeri yang multietnis seperti Indonesia. Yang
terakhir, dan terpenting, ialah bahwa melalui pendekatan ini diharapkan

kita akan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang dae-
rah itu.

Tentu saja ada kelemahan pokok pada penckanan yang berlebihan
pada pendekatan tingkat daerah. Terlalu menekankan unsur daerah gu-
na menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi akan dapat membahaya-
kan, sebab tidak hanya akan menyesatkan, melainkan juga menciptakan
pandangan yang berat sebelah. Tapi kelemahan ini dapat diperkecil jika
kita juga memperhatikan karya-karya lain yang mendasarkan diri pada
pendekatan tingkat nasional.

xdi



PRAKATA

Buku ini berasal dari tesis doktoral yang saya ajukan pada Jurusan
Politik, Universitas Monash di Melbourne, Australia, dan terutama dida-
sarkan pada data yang saya kumpulkan dalam dua penclitian di Indone-
sia pada tahun 1973 dan 1975. Berbagai lembaga telah berlaku sangat
baik terhadap saya sechingga memungkinkan terbitnya buku ini. Semen-
tara penelitian lapangan pada tahun 1973 dibiayai oleh Ford Foundation,
biaya penelitian tahun 1975 disumbangkan oleh Centre of Southeast
Asian Studies, Universitas Monash. Saya sangat menghargai bantuan
kedua lembaga ini, terutama Ford Foundation yang menyediakan seba-
gian besar biaya bagi studi doktoral saya itu. Ketika bantuan Ford Foun-
dation ini berakhir, Colombo Plan Australia melanjutkannya dengan
membiayai sisa masa studi saya, dan di sini saya juga ingin menyampai-
kan penghargaan saya kepada mereka. Saya juga ingin menyampaikan
rasa terima kasih kepada Yayasan Supersemar, Jakarta, yang telah mem-
berikan bantuan tambahan kepada saya. Kemudian, saya pun berutang
budi kepada Institute of Southeast Asian Studies yang telah mengambil
langkah-langkah untuk menerbitkan karya ini.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang khusus harus ditujukan
kepada Profesor J.A.C. Mackie dan Dr. Herbert Feith. Melalui bimbing-
an, keduanya telah mempengaruhi bentuk keseluruhan karya ini. Saya ju-
ga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Centre of
Southeast Asian Studies, Universitas Monash, terutama atas partisipasi
mereka dalam seminar-seminar saya, yang tanpa diragukan lagi, sangat
menguntungkan saya. Rasa terima kasih harus pula saya tujukan kepada
Lions Club di Dandenong, Victoria, yang telah membiayai hidup dan
perjalanan istri saya, sehingga memungkinkannya menemani saya di Aus-
tralia. 3

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak sekali pihak
yang telah membantu saya selama saya mengadakan penelitian di In-
donesia, yang tidak mungkin dapat saya sebutkan semua nama mereka di
sini, Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ba-
pak-bapak S.M. Amin di Jakarta, almarhum Husin Jusuf, Ali Hasjmy,
Acha, dan Saudara Zulkarnaen A.R. Hasjim, semuanya di Kutaraja, dan
Bapak Mohamad Said di Medan, atas segala bantuan mercka. Perkenan-
kan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kaye Bysouth, Bette
Moore, Pam Sayers, Krishna Sen, Kamaludin Diradji, Elaine McKay, Joy
Tuckett dan Djoko Gunawan atas bantuan yang mereka berikan. Terima

il
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kasih juga saya tujukan kepada Dr. Sharon Siddique dan Ny. Triena Ong
yang telah memberikan nasihat-nasihat editorial. Bantuan editorial Ny.
Roselie Ang juga sangat saya hargai.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Profesor Miriam
Budiardjo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas In-
donesia, yang telah mengusahakan agar saya bisa mendapat tugas
belajar, Saya juga berutang budi kepada rekan-rekan di fakultas yang
sama, terutama di Jurusan Ilmu Politik, atas bantuan yang mereka
berikan dengan cara mereka masing-masing.

Akhirnya, sebuah ungkapan terima kasih saya tujukan kepada istri
saya, yang tanpa pengertian dan rasa cintanya maka karya ini tidak akan
pernah mencapai bentuknya yang sekarang.

Nazaruddin Sjamsuddin



Pengantar
Edisi Indonesia

BUKU INI berkenaan dengan pemberontakan Darul Islam yang terjadi di
Aceh pada tahun 1953, hampir genap empat dasawarsa yang lalu. Pem-
berontakan semacam itu juga pernah terjadi di daerah-daerah lain, se-
perti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Meskipun peristiwa-peristiwa
berdarah itu sudah lama terjadi, ”getaran-getarannya” saya kira masih
cukup terasa dalam kepolitikan bangsa kita hingga hari ini, Khusus me-
nyangkut pemberontakan di Aceh itu, tampaknya getaran-getaran itu
lebih terasa lagi, baik di kalangan rakyat Aceh sendiri maupun di luar-
nya. Kesan yang demikian timbul, mungkin karena pergolakan itu didu-
kung oleh keunikan Aceh, atu karena konsekuensi-konsekuensinya yang
tampak menantang sistem nasional.

Dari segi konsekuensi, kita lihat bahwa tidak lama setelah pemberon-
takan itu meletus, Aceh diberi status propinsi, padahal justru status itu-
lah yang ditampik oleh Pemerintah Pusat pada masa sebelumnya. Kemu-
dian kepada propinsi itu juga diberikan status istimewa, dalam bidang
agama, adat- istiadat, dan pendidikan. Perkembangan yang terakhir itu
menjadikan Aceh salah satu dari tiga daerah ”istimewa” yang kita miliki
hingga sekarang; dua daerah istimewa lainnya adalah Jakarta dan Yog-
yakarta. Sementara itu Aceh masih juga dipandang sebagai suatu daerah
yang relatif rawan dalam arti politis. Adanya gerakan-gerakan dalam
skala yang jauh lebih kecil seperti Aceh Merdeka dan Bantagiah, selama
masa Orde Baru ini, mengingatkan kita akan getaran-getaran pemberon-
takan pada masa lalu itu.

Buku ini adalah edisi Indonesia dari buku saya yang berjudul The Re-
publican Revolt, a Study of the Acehnese Rebellion, yang diterbitkan oleh
Institute of Southeast Asian Studies di Singapura pada tahun 1985. Se-
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bagai suatu edisi, tentu saja buku ini tidak persis sama dengan edisi ba-
hasa Inggris itu. Beberapa hal telah saya sesuaikan dengan kondisi ma-
syarakat kita, sehingga buku ini pantas disebut sebagai edisi Indonesia.
Kendati demikian, jalannya argumentasi tetap sama. Perlu pula saya ke-
mukakan di sini bahwa dalam edisi ini saya mengalami banyak kesulitan
di dalam menampilkan kembali istilah dan kalimat yang semula telah
saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu mungkin di
sana sini para pembaca akan menemukan bahwa kutipan-kutipan ter-
sebut berbeda dari dokumen aslinya. Maklumlah, setelah sekian lama
tersimpan, maka tidak lagi mungkin bagi saya sekarang ini untuk mem-
bongkar kembali berkas-berkas arsip saya. Meskipun ada perbedaan
yang demikian, hal ini tidak akan mengurangi ketepatan data. Namun
demikian saya berharap pula kiranya ia tidak menjadi sesuatu yang
mengganggu.

Penerbitan edisi Indonesia ini telah dimungkinkan terutama oleh
kerja sama yang diberikan oleh The Asia Foundation dan PT Pustaka
Utama Grafiti. Sementara PT Pustaka Utama Grafiti sudah lama menya-
takan kesediaannya untuk menerbitkan karya ini, The Asia Foundation
telah menyediakan dana sehingga memungkinkan saya untuk menye-
lesaikan naskahnya dalam waktu relatif cepat, di tengah-tengah kesi-
bukan sehari-hari. Untuk itu kepada kedua lembaga tersebut saya sam-
paikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, dalam bentuk yang seperti inilah buku ini mampu saya per-
sembahkan kepada masyarakat. Harapan saya tiada lain, semoga ia ber-
manfaat kiranya bagi kita semua.

Jakarta, Mei 1990
Nazaruddin Sjamsuddin



Catatan
Tentang Ejaan

SEMUA ISTILAH dalam buku ini dieja menurut Ejaan Yang Disempur-
nakan. Judul-judul penerbitan dan dokumen dieja sebagaimana aslinya;
jadi semua judul lama mengikuti ejaan yang ada pada waktu itu. Sebagai
tambahan, oleh karena banyak orang Indonesia masih ingin mengeja
nama mereka dengan cjaan lama, saya mencoba mengikuti keinginan itu
sejauh mungkin, Nama ibu kota Acch, Kutaraja, telah diganti menjadi
Banda Aceh pada tahun 1960-an. Akan tetapi, terutama karena semua
peristiwa dan dokumen berkaitan dengan nama sebelumnya, maka di sini
saya mempertahankan nama lama tersebut.
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Pendahuluan

UBUNGAN ANTARA Aceh dan Pemerintah Pusat menyajikan suatu

gambaran yang unik dalam sejarah politik Indonesia. Kekhasan
sejarah dan kebudayaan masyarakatnya menjadikan Aceh daerah khas
yang harus dihadapi Pemerintah Pusat, terutama sekali pada tahun-
tahun pertama sesudah tercapainya kemerdekaan. Di satu pihak, Aceh
memiliki catatan yang panjang tentang perlawanan terhadap Belanda
dan mtegras: yang minimal dengan wilayah Indonesia lainnya. Minimal-
nya integrasi ini disebabkan karena pada masa kolonial masyarakat Aceh
hampir-hampir tidak berhubungan dengan organisasi- orgamsasn na-
sionalis di berbagai dacrah lain di Nusantara, Di lain pihak, pcrjuangan
rakyat Aceh dalam revolusi nasional merupakan salah satu perjuangan
yang paling menonjol. Peranan Acch dalam perjuangan kemerdekaan In-
donesia telah menciptakan suatu hubungan istimewa -- setidak-tidaknya
dalam pikiran rakyat Aceh -- antara mereka dan Pemerintah Pusat pada
masa revolusi.

Dari sudut politik kekuasaan, hubungan ini didasarkan pada situasi
saling tergantung. Bagi Pemerintah Pusat, pentingnya Aceh terletak da-
lam kenyataan bahwa daerah itu merupakan satu-satunya wilayah Repu-
blik yang benar-benar merdeka dan berada di luar kendali Belanda se-
panjang periode 1945-1949. Pada satu sisi, pentingnya peranan Aceh
dalam revolusi nasional, dalam arti menyediakan pejuang dan dukungan
keuangan, memperkuat kemampuan tawar-menawar rakyat Aceh pada
masa revolusi dalam memperjuangkan tuntutan mereka terhadap peme-
rintah nasional. Kebutuhan akan dukungan rakyat Aceh menyebabkan
Pemerintah Pusat memanjakan rakyat Aceh dengan memberikan jabat-
an-jabatan tinggi kepada para pemimpin di daerah itu, terutama kepada
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kelompok yang dominan, yaitu kaum ulama. Pada sisi lain, dalam per-
juangan menentang Belanda, para pemimpin Aceh telah mengaitkan
keselamatan mereka sendiri dengan nasib Republik. Dalam pandangan
mereka, kekalahan Republik mungkin akan mempercepat berakhirnya
kekuasaan politik mereka, sebab kekalahan itu akan membuka lagi
kesempatan bagi Belanda untuk membalas dendam dengan menduduk-
kan kembali saingan mereka, kaum wlebalang (bangsawan),l pada tam-
puk kekuasaan di daerah itu. Kepentingan ulama Aceh akan dukungan
Pemerintah Pusat tampak pada keputusan mereka bergabung dengan
partai politik di tingkat nasional, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslimin
Indonesia).

Namun, sifat hubungan antara Aceh dan Pemerintah Pusat pada masa
revolusi juga ditandai oleh kenyataan bahwa Aceh memiliki otonomi
yang efektif. Revolusi nasional menyebabkan rakyat Aceh memperoleh
kembali otonomi di bidang sosial, ekonomi, dan politik, sebab Pemerin-
tah Pusat tidak mampu campur tangan dalam masalah-masalah setem-
pat. Kenyataan bahwa rakyat Aceh berhasil mencegah Belanda mengua-
sai kembali daerah mereka memperkuat rasa otonomi mereka. Namun
demikian, rakyat Aceh sangat setia kepada kepemimpinan nasional
selama masa revolusi itu. Tidak sukar bagi mereka untuk tetap setia
kepada Pemerintah Pusat, sebab mereka merasa aman dengan otonomi
yang telah mereka miliki. Tetapi di lain pihak, otonomi ini menyebabkan
Pemerintah Pusat kehilangan muka karena sering dihadapkan pada
situasi yang memaksa Pemerintah Pusat tunduk pada tuntutan Aceh
sebagai imbalan atas kesetiaan mereka .

Tatkala revolusi berakhir, konsolidasi kekuasaan oleh para pemimpin
pusat juga mengakhiri hubungan baik yang telah ada antara Pemerintah
Pusat dan para pemimpin Aceh. Tamatnya hubungan baik ini mem-
punyai akibat yang panjang, dan pada kenyataannya, menurut pendapat
saya, mendorong rakyat Aceh memberontak. Memang, dalam pandang-

1. Di Aceh, ulama memakai gelar T eungku (disingkat Tgk.), yang juga dipakai oleh
rakyat biasa dalam membahasakan setiap orang lelaki; dalam hal yang kedua  istilah
feungku berarti "saudara'. Gelar ulebalang semula berarti "kepala nanggro".
Masyarakat Aceh juga menyebut kaum bangsawan, yang biasanya menyandang gelar
Teuku (disingkat, T.) sebagai ulebalang. Akan tetapi dalam buku ini saya
menggunakan Ulebalang dengan "U" besar untuk menunjuk pada kepala nanggro,
lain dari itu istilah tersebut hanya bermakna "bangsawan''.

2



an rakyat Aceh berkembangnya hubungan yang kaku antara Aceh dan
Jakarta mengandung arti bahwa Pemerintah Pusat tidak lagi bersedia
melayani para pemimpin Aceh dengan baik. Kenyataan bahwa Pemerin-
tah Pusat diam-diam menyetujui tindakan para pemimpin Aceh pada
masa paling sulit selama revolusi, dan kemudian melupakan mereka
sesudah kemerdekaan tercapai, menimbulkan dendam di kalangan
rakyat Aceh. Mereka merasa terhina karena status propinsi mercka
dibatalkan pemerintah, dan nilai-nilai keagamaan mereka diabaikan para
pejabat yang datang ke daerah itu. Hal ini menimbulkan rasa kedaerahan
yang kuat, yang kemudian mengarahkan rakyat pada sebuah pemberon-
takan berdarah.

Kenyataan ini membawa kita pada berbagai tafsiran tentang penyebab
pemberontakan Aceh, Sebuah interpretasi yang penting menilai pem-
berontakan itu sebagai ungkapan konflik di antara berbagai kekuatan
dalam masyarakat Aceh sendiri. Tafsiran ini sangat dipengaruhi asumsi
bahwa perkembangan politik di Aceh sesudah tercapainya kemerdekaan
pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kehidupan politik masa lalu,
yang didominasi pertikaian antara kaum ulama dan ulebalang. Di kalang-
an sarjana asing, agaknya Wertheim-lah sarjana pertama yang mengakui
pentingnya arti konflik ulama-ulebalang sebagai faktor penyebab pem-
berontakan. Perselisihan di antara kedua kelompok ini muncul kembali,
atau lebih tepat, berlanjut, pada masa sesudah merdeka. Sebab, revolusi
tidak melahirkan keadaan yang berbeda dari masa sebelumnya. Tentang
hasil revolusi nasional ini Wertheim menulis, ”Apa yang dipelihara oleh
tata aristokrasi lama diintegrasikan ke dalam tata sosial baru”.? Perkem-
bangan demikian menimbulkan perselisihan lagi antara ulama dan ule-
balang, karena sekarang ulebalang mempunyai kesempatan untuk balas
dendam terhadap ulama, yaitu pihak yang telah menyingkirkan mereka
pada masa revolusi nasional.

Dalih semacam ini juga dianut oleh Pemerintahan Ali Sastroamidjo-
jo,> serta SM. Amin, 4 bekas gubernur Sumatera Utara dan seorang

2. W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve,
1969), edisi kedua yang diperbaiki, hal. 165.

3. Kementerian Penerangan R, Keterangan dan Djawaban Pemerintab tentang
Peristiwa Daud Beureueb (Jakarta: Kementerian Penerangan Rl, 1953); selanjutnya
akan dikutip sebagai Keterangan dan Djawaban Pemerintab.

4. SM. Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeb (Jakarta: Soeroengan N.V.,
1956).
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penulis kepolitikan Aceh yang terkemuka. Perdana Menteri Ali Sastroa-
midjojo menolak setiap pendapat yang menghubungkan pemberontakan
di Aceh itu dengan penolakan tuntutan otonomi rakyat Aceh oleh peme-
rintahnya. Seperti Wertheim, ia percaya bahwa di balik gerakan para
pemimpin Aceh terdapat konflik dengan kaum ulebalang. Wertheim dan
Ali Sastoramidjojo yakin, karena pertikaian itu muncul kembali dan
mengancam pengaruh ulama dalam gelanggang politik pada awal tahun
1950-an, maka para pemimpin ulama mencoba mengatasinya dengan
mencari dukungan dari Pemerintah Pusat. Karena Pemerintah Pusat me-
nolak memberikan dukungan dengan membiarkan perselisihan itu ber-
langsung terus, mereka menanggapinya dengan menuntut otonomi untuk
Aceh. Dengan demikian, tuntutan otonomi Aceh oleh pemerintah tidak
dianggap sebagai penyebab pemberontakan yang sesungguhnya, Peme-
rintah menganggap tuntutan tersebut hanya sebagai selubung pertikaian
antara ulama dan ulebalang. S.M. Amin malah sama sekali meragukan
sumbangan faktor agama terhadap timbulnya pemberontakan itu.
Sebaliknya, ia beranggapan bahwa para pemimpin Aceh hanya memani-
pulasi agama guna memperoleh dukungan rakyat.

Di lain pihak, Feith melihat pemberontakan itu dengan cara yang ber-
beda. Meskipun memberikan perhatian pada keadaan setempat, ter-
masuk perselisihan antara ulama dan ulebalang, Feith menjelaskan pem-
berontakan itu terutama dalam kaitannya dengan kepolitikan di tingkat
nasional, khususnya konflik antara Masyumi dan PNI (Partai Nasional
Indonesia). Pada saat konflik di antara kedua partai besar ini mencapai
tahap baru pada tahun 1953, yaitu pengucilan Masyumi dari Kabinet Ali
Sastroamidjojo yang dikuasai PNI, pecahlah pemberontakan di Acch,
salah satu basis terkuat I\flasyumi.5 Dalam tafsiran ini, pemberontakan
dilihat sebagai ungkapan aspirasi Islam dan dihubungkan dengan turun-
naiknya pengaruh Masyumi dalam pemerintahan. Interpretasi ini menyi-
ratkan bahwa pemberontakan itu tidak akan meletus bilamana Masyumi
tidak disisihkan dari Kabinet Ali pada pertengahan tahun 1953 (baru
pertama kalinya terjadi). Hal ini tidak lain karena Aceh menganggap
penyingkiran Masyumi sebagai pertanda bahwa pemerintah akan meng-
hadapi para pemimpin setempat dengan cara yang lebih keras. Karena

5. Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca,
New York: Cornell University Press, 1968), hal. 343-348.
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khawatir akan tindakan ini, rakyat Aceh mendahului  dengan melan-
carkan pemberontakan sebelum Kabinet Ali berbuat sesuatu terhadap
mereka.

Pendekatan ketiga memandang pemberontakan scbagai akibat konflik
antara Aceh dan Pemerintah Pusat yang timbul karena perbedaan
kepentingan. Dalam pandangan ini, kebijaksanaan Pemerintah Pusat
yang mengejar sentralisme melalui birokratisasi telah menyebabkan per-
selisihan dengan para pemimpin Aceh yang sedang memperjuangkan
otonomi daerah mereka. Sehubungan dengan kecenderungan pemerin-
tah ke arah sentralisme dan rasa identitas rakyat Aceh yang kuat, maka
kegagalan Pemerintah Pusat untuk mengabulkan tuntutan otonomi
rakyat Aceh menjadi penyebab pemberontakan. Pertikaian ulama-uleba-
lang dan konflik Masyumi-PNI di Jakarta, oleh para penganut pandang-
an ini dianggap sebagai masalah sampingan. Di Aceh, tafsiran ini pada
umumnya dianut oleh mereka yang tidak berorientasi kepada ulebalang,
di samping para penentang Kabinet Ali di Jakarta. Selain mereka,
Nawawi® pun merupakan pendukung teguh tafsiran ini.

Pandangan ini menyatakan bahwa regionalisme di Aceh dinyalakan
oleh besarnya harapan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang
telah diidam-idamkan para pemimpin Aceh sejak akhir tahun 1920-an.
Sejak itu, para ulama reformis mencurahkan segenap pikiran untuk per-
tumbuhan sosial ekonomi yang mereka harapkan akan dapat mencip-
takan suatu masyarakat Aceh yang baru, suatu masyarakat yang dapat
menerima kcmajuan.7 Ketetapan hati yang sangat kuat terhadap pem-
bangunan itu tidak pernah mendapat tantangan yang serius dari kaum
ulama tradisional. Oleh karena itu harapan yang besar ini menyebar luas
dan menerpa sebagian besar masyarakat Aceh. Akan tetapi pecahnya
Perang Dunia 1T yang diikuti oleh revolusi nasional menghentikan ren-
cana-rencana kaum ulama reformis secara mendadak. Oleh sebab itu
kaum reformis melihat dengan penuh harap akan datangnya kemer-
dekaan, yang mereka harap menjadi basis untuk mewujudkan program
reformis mereka.

6. M.A. Nawawi, "Regionalism and Regional Conflict in Indonesia™ (disertasi dok-
tor, Princeton University, 1968), hal. 344-347.
7. Perkembangan ini telah dibahas secara mendalam oleh James T. Siegel dalam

The Rope of God (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969),
terutama hal. 116-133.
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Dengan dukungan yang kuat dari sebagian besar penduduk, refor-
misme ini disalurkan melalui PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)
yang didirikan pada tahun 1939 dan dipimpin oleh seorang ulama muda,
Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam melancarkan gerakan
pembaharuan, kaum reformis ini tidak menganut pendekatan seperti
l'»ﬁuharmnadiy::lh,8 yang dalam penilaian rakyat Aceh cenderung meren-
dahkan pandangan-pandangan tradisional para ulama setempat. Ber-
beda dari Muhammadiyah, para pemimpin PUSA berusaha menghindari
fanatisme kaum tradisional dengan menggunakan pendekatan persuasif
yang dapat mencegah terjadinya serangan yang keras terhadap mereka.
Pendekatan ini memungkinkan organisasi itu merangkul tidak hanya

kaum ulama reformis, melainkan juga sejumlah besar ulama tradisional.
Pendekatan ini jugalah yang, di samping kenyataan bahwa gerakan refor-
mis Muhammadiyah dikendalikan oleh ulama-ulama Minangkabau dan
melibatkan unsur-unsur wlebalang dalam kepemimpinan setempat,
menyebabkan para ulama reformis Aceh lebih menyukai PUSA daripada
Muhammadiyah. Agaknya karena pendekatan persuasif,inilah, di sam-
ping karena PUSA mendapat dukungan rakyat, sikap kebanyakan ulama
tradisional terhadap kaum reformis pada masa kolonial itu hampir pasif
sama sekali. Namun, pada akhirnya, setelah kaum reformis memperoleh
kekuasaan politik pada masa revolusi nasional, para ulama tradisional
merasa perlu menentang PUSA, yakni ketika mereka menyadari bahwa
pengaruh mereka terhadap rakyat mulai terancam.” Karena itu tidak ter-
lalu mengherankan jika ketika ulama-ulama reformis PUSA memberon-
tak terhadap Pemerintah Pusat pada tahun 1953, banyak ulama
tradisional yang memihak pemerintah.

Pada hemat saya, masing-masing tafsiran di atas lebih memperhatikan
suatu unsur tertentu dalam situasi tersebut dan yang mengakibatkan
konflik. Karena terlalu menekankan suatu unsur tertentu sehingga
merugikan unsur lainnya, dalam beberapa hal kasus-kasus tersebut mem-
berikan penjelasan yang tidak sempurna, dan tidak menjelaskan semua

8. Gerakan Muhammadiyah, yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912,
merupakan suatu organisasi sosial keagamaan yang bertujuan memperbaharui peng-
ajaran dan kepercayaan Islam,

9. Untuk studi yang mendalam tentang kepolitikan ulama tradisional dan reformis
selama masa revolusi di Aceh, lihat Nazaruddin Sjamsuddin, "The Course of the Na-
tional Revolution in Aceh, 1945-1949" (tesis MA, Monash University, 1974), passim
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fakta secara memadai. Hal ini terjadi karena penjelasan kadang-kadang
dibuat untuk tujuan politik tertentu, seperti dalam penjelasan Kabinet
Ali dan Gubernur Amin. Ketidaksempurnaan mungkin pula disebabkan
oleh kurang lengkapnya fakta, sebagaimana yang terdapat dalam kasus
Wertheim dan Feith. Oleh sebab itu, saya ingin menampilkan suatu pen-
jelasan yang lebih eklektis, yang menggabungkan unsur-unsur yang kuat
dari sejumlah interpretasi ini sambil menunjukkan beberapa keter-
batasannya. Penjelasan saya lebih diperdalam dengan memasukkan kete-
rangan tentang mengapa pemberontakan itu berakhir sebagaimana ia
dimulai, dan bagaimana sumber utama dukungannya berubah antara
tahun 1953-1961.

Penafsiran saya tentang pemberontakan ini didasarkan pada upaya
membedakan berbagai unsur yang membentuk setiap kubu agama. Pem-
bedaan-pembedaan ini, sebegitu jauh telah diabaikan oleh banyak sar-
jana. Dengan memperhatikan keterlibatan para pemimpin agama dalam
politik, menjadi jelas bahwa konfigurasi keagamaan tidak seluruhnya ter-
diri atas para ulama, karena politik mengharuskan mereka menarik
dukungan dari luar dunia mereka sendiri. Proses penarikan ini memaksa
kita melihat lebih dekat para anggota masing-masing kubu itu yang
sesungguhnya, yakni untuk membedakan para ulama dari unsur-unsur
bukan-ulama, yang dalam istilah Arab disebut ”zuama”. Pembedaan ini
perlu dibuat karena di antara keduanya mungkin terdapat aspirasi dan
pandangan politik yang berbeda, yaitu yang disebabkan oleh perbedaan
latar belakang. Istilah zuama dalam konteks ini menunjuk pada para
pemimpin Muslim yang mempunyai cukup pengetahuan tentang Islam
tetapi, berbeda dari para ulama, tidak menganggap pengajaran atau
penyebaran agama dengan cara lain sebagai profesi mereka. Dengan
demikian, kriteria utama dalam menentukan apakah seorang pemimpin
itu ulama atau zuama adalah pekerjaannya, dan bukan pengetahuan dia
tentang Islam. Dalam pemerintahan, para ulama biasanya memilih
jabatan-jabatan yang berhubungan dengan masalah keagamaan, semen-
tara zuama umumnya terlibat dalam bidang-bidang sekular.

Namun demikian, karena ulama dan zuama bergabung dalam partai
politik yang berlatar belakang keagamaan, agak sukar menerangkan
aliansi politik mereka di luar perjuangan kekuasaan pada tingkat intra
dan antarkelompok. Hal ini terutama berlaku untuk kaum ulama sendiri,
di mana yang lebih menonjol di antara mereka pun memasuki partai
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politik Islam yang berbeda. Dalam hal ini penggunaan istilah “tradi-
sional” dan “reformis” masih tetap perlu. Kaum ulama reformis PUSA
berkumpul dalam Masyumi ketika mereka merasa perju bergabung de-
ngan suatu kekuatan politik luar sesudah proklamasi kemerdekaan,
sementara kaum ulama tradisional mengaitkan diri mereka dengan Perti
(Pergerakan Tarbiyah Islamiyah), sebuah partai tradisional yang ber-
pusat di Sumatera Barat. Para zuama, yang kebanyakan  anggota
PUSA, tidak bergabung dalam Masyumi melainkan mendirikan cabang
partai reformis lain, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), yang kemun-
culannya lebih banyak disebabkan oleh pertikaian intrakelompok. Dalam
pada itu, sejumlah unsur ulebalang yang menganggap diri sebagai zuama
masuk ke dalam Perti.

Sekalipun pembedaan ulama-zuama sukar dipergunakan untuk men-
jelaskan aliansi politik para pemimpin, pembedaan ini tetap dapat dite-
rapkan mengingat sifat pemberontakan dan kepemimpinannya itu.
Dalam hubungan ini, di satu pihak, ciri kedaerahan dan keagamaan pem-
berontakan itu sejajar dengan kepentingan para zuama dan ulama yang
terlibat di dalamnya, seperti akan kita lihat nanti. Di lain pihak, jelas
bahwa kepemimpinan pemberontakan didominasi oleh pemimpin
PUSA, sehingga pemberontakan itu dapat pula dikatakan sebagai pem-
berontakan PUSA. Oleh karena itu, kepemimpinan pemberontakan me-
miliki suatu kesamaan dengan kepemimpinan PUSA, yakni para pemim-
pin terbagi atas unsur-unsur ulama dan zuama, Jadi, pendekatan ulama-
zuama dapat didayagunakan untuk menjelaskan sifat pemberontakan
Aceh secara keseluruhan, termasuk tentang kepemimpinannya. Pen-
dekatan ini mungkin pula bermanfaat untuk menerangkan mengapa
pemberontakan itu pecah dan mengapa kemudian berakhir,

Dengan bantuan pembedaan ini, kita sckarang mencoba menjelaskan
mengapa dan bagaimana pemberontakan itu dimulai dan berakhir,
dalam kaitannya dengan suatu analisa kelompok dan kepentingan. Gam-
baran kepolitikan Aceh pada awal tahun 1950-an memperlihatkan bahwa
para pemimpin ulama dan zuama memiliki bentuk-bentuk kekecewaan
yang berbeda terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Kelompok per-
tama pada dasarnya bersifat keagamaan dan sangat sulit dipuaskan |
dalam hal kaidah agama. Kelompok kedua lebih memperhatikan masa-
lah otonomi dan pengaruh politik, yakni dua hal yang konsesinya 1
mungkin diberikan kepada mereka. Kenyataan bahwa kedua kelompok
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ini telah bergabung dalam suatu oposisi terhadap Pemerintah Pusat pada
tahun 1951-1953, di samping adanya warna Islam yang kuat dalam pem-
berontakan itu, membantu kita menjelaskan intensitas kekecewaan
yang meletus dalam bentuk pemberontakan.

* Bagi para ulama, otonomi bukanlah suatu hal yang sangat dikha-
watirkan dan bukan pula merupakan sumber langsung pengaruh politik.
Mereka menganggap otonomi semata-mata sebagai alat untuk meme-
lihara dan melindungi nilai-nilai agama masyarakat Aceh yang meru-
pakan kepentingan mereka yang lebih besar. Tentu saja mereka mampu
mempertahankan nilai-nilai tersebut tanpa otonomi, tetapi mereka
khawatir intervensi politik pemerintah yang tidak simpatik mungkin
mengganggu dunia yang ingin mereka bina. Dengan demikian, bagi kaum
ulama, kepentingan agama jauh lebih penting daripada kepentingan
politik. Alasan inilah yang menyebabkan mereka siap menyerahkan
semua posisi non-agama kepada para zuama, baik pada masa revolusi
maupun sesudahnya, asalkan para zuama itu berketetapan hati untuk
melindungi nilai-nilai agama rakyat Aceh. Bagaimanapun, tentunya
sudah jelas bagi kaum ulama bahwa politik, khususnya masalah otonomi,
cenderung berpengaruh besar terhadap perkembangan nilai-nilai agama.
Dalam hubungan ini, mercka telah menyaksikan bagaimana daerah
mereka dilanda oleh gagasan dan praktek-praktek non-Islam yang ber-
lawanan dengan kepercayaan rakyat, yaitu ketika Aceh kehilangan status
propinsi pada tahun 1951. Mereka juga menyadari tidak ada jalan untuk
menghambat nilai-nilai baru itu kecuali jika mereka memiliki pengaruh
politik dalam pemerintahan. Tatkala gagal mencegah masuknya nilai-
nilai tersebut, dendam mereka terhadap Pemerintah Pusat pun mening-
kat. Namun demikian, mungkin timbul pertanyaan, apakah para ulama
non-PUSA juga merasa kecewa dengan dihapuskannya status propinsi
itu? Tampaknya mereka tidak kecewa karena persaingan antarkelompok
di antara para ulama PUSA dan Perti tidak memberikan banyak pilihan
kepada kelompok yang terakhir selain bersahabat dengan musuh-musuh
kelompok pertama.

Berbeda dari ulama, para zuama langsung menghubungkan otonomi
daerah dengan kepentingan politik mereka. Mereka menganggap peng-
hapusan status propinsi sebagai ancaman terhadap posisi mereka dalam
pemerintahan daerah. Dengan tindakan pemerintah yang menghapuskan
otonomi itu, para zuama dihadapkan pada situasi yang menyebabkan
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mereka tidak mempunyai alternatif lain selain mempertahankan posisi
mereka dalam pemerintahan, Hal ini karena, berbeda dari kaum ulama,
mereka tidak memiliki peranan dalam masyarakat, yaitu peranan yang
dapat mereka duduki kembali setelah kedudukan dalam pemerintahan
mereka lepaskan. Dengan demikian, tampak bahwa penghapusan oto-
nomi oleh Pemerintah Pusat memukul zuama lebih keras daripada
ulama, dan justru dalam hal inilah zuama merasa lebih terhina. Oleh
para zuama, alasan pemerintah bahwa di Aceh tidak cukup tersedia
pegawai yang ahli untuk menjalankan pemerintahan dacrah dirasakan
sangat provokatif, sementara kaum ulama merasa bebas dari tuduhan
semacam itu sebab mereka memang sangat mampu dalam bidang
mereka sendiri. Oleh karena itu, zuama harus melupakan segala per-
sclisihan yang pernah terjadi dengan ulama dan bekerja sama dengan
mereka untuk menentang Pemerintah Pusat.

Selanjutnya perlu pula dipersoalkan mengapa pemberontakan ter-
sebut kemudian berhenti. Perlu diingat, situasi di Aceh pada masa
sebelum berakhirnya pemberontakan sangat rumit. Secara politis, baik di
tingkat nasional maupun daerah, terdapat semacam situasi kompromis
yang mengurangi, jika bukan menghapuskan, penyebab ketegangan an-
tara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat. Bila dibandingkan dengan kea-
daan politik pada awal tahun 1950-an, ketika pemberontakan meletus,
suatu perubahan besar telah terjadi dalam kepolitikan Indonesia sesudah
awal tahun 1957. Perubahan ini ditandai oleh berpindahnya pusat kekua-
saan dari partai politik ke tangan Presiden Soekarno dan para pemimpin
militer pusat, yang pada akhirnya memunculkan sistem Demokrasi Ter-
pirnpin.w Dalam pengertian politik, perubahan ini memang meng-
hasilkan suatu pemerintahan yang relatif stabil, karena Soekarno berhasil
menguasai sistem politik dan menjadikan dirinya tokoh sentral. Dalam
pengertian militer, sejak tahun 1959 Angkatan Darat telah dapat mengu-
asai daerah-daerah yang memberontak, terutama sesudah kalahnya
PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958,
sehingga mampu memberikan dukungan yang kuat bagi stabilitas politik.
Dengan kata lain, kekuasaan Angkatan Darat kini lebih besar dari masa
sebelumnya dan para pemimpinnya lebih bersatu dan mampu mengen-

10. Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy", dalam Indonesia, diedit
oleh Ruth T. McVey (New Haven: HRAF Press, 1967), edisi yang diperbaiki, passim.
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dalikan perlawanan daerah, meskipun dendam daerah mungkin masih
tetap membara.

Kendatipun bertambah kuatnya pengaruh Angkatan Darat membuka
pintu bagi suatu sistem yang sentralistis, pada waktu yang sama juga
secara paradoks mempunyai efek yang memungkinkan penguasa militer
daerah (dalam samaran “penguasa perang”) menikmati otonomi. Salah
satu akibat dari perubahan ini terhadap suatu daerah yang tercabik oleh
pemberontakan seperti Aceh ialah bahwa kehidupan politik sangat
diwarnai oleh upaya mengembalikan keamanan dan perdamaian. Kecen-
derungan ini menyebabkan partai-partai politik membatasi kegiatan
dalam dewan perwakilan dacrah, yang pada kenyataannya hampir tidak
memiliki kekuasaan. Ini berarti, partai-partai dapat dengan mudah
didiamkan oleh pimpinan militer setempat jika mereka menentang kebi-
jaksanaan pimpinan militer dalam rangka pemulihan keamanan dan per-
damaian.

Adanya kecenderungan ke arah otonomi de fakto dalam sistem
sentralistis memungkinkan sistem politik meredam sebagian dendam di
berbagai daerah. Di Aceh, sejak tahun 1957 situasi juga menguntungkan
usaha untuk mengakhiri pemberontakan. Sementara pemberontakan,
dan kenyataan bahwa pemberontakan itu sangat sukar dihancurkan,
memperlihatkan kekuatan para pemimpin PUSA, upaya untuk memulih-
kan keamanan pada akhirnya menyebabkan pemerintah mencari jalan
untuk membujuk tokoh-tokoh utama PUSA, sehingga merugikan kelom-
pok lain. Pada tahun 1957 pemerintah mengabulkan tuntutan tokoh-
tokoh tersebut, yaitu berupa pemberian status propinsi bagi Aceh, Oleh
karena itu, kebanyakan kecaman daerah yang semula dipandang sebagai
salah satu penyebab utama pemberontakan, kini menjadi berkurang,
terutama setelah Jakarta membentuk kembali Propinsi Aceh dengan
seorang gubernur yang berasal dari Aceh serta mengembalikan kesa-
tuan-kesatuan militer dan perwira Aceh ke daerah itu. Kesemua ini
dirasakan mencerminkan otonomi daerah yang lebih luas. Dalam kaitan
pembangunan ekonomi, otonomi daerah juga memberikan keuntungan
bagi rakyat pada umumnya, yaitu melalui penghidupan kembali aktivitas
ckonomi, yang didukung oleh perdagangan barter dengan Malaya (kini:
Malaysia Barat) dan Singapura, seperti proyek-proyek perbaikan jalan
(yang memang penting sekali bagi daerah seperti Aceh), peningkatan
jumlah sekolah, dan lain sebagainya.
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Perkembangan ini jelas mempengaruhi dan memang mengguncang
kepemimpinan pemberontak yang akhirnya, pada tahun 1957, menyetujui
gencatan senjata sebagai jawaban atas pendekatan pemerintah. Ternyata,
pengaruhnya terasa lebih jauh dari itu. Otonomi yang diberikan kepada
Aceh telah memecah kubu kaum pemberontak karena membangkitkan
kembali perbedaan antara ulama dan zuama. Para pemimpin zuama yang
menentang Jakarta atas dasar dendam kedaerahan, kini merasa bahwa
pemberontakan mereka telah mencapai tujuan utamanya, sebab status
propinsi telah dikembalikan. Oleh karena itu mereka mendesak kaum
ulama agar menghentikan pemberontakan. Tatkala para ulama meno-
laknya, kaum zuama kemudian meninggalkan perjuangan dan berunding
dengan Pemerintah Pusat. Perundingan ini antara lain menghasilkan
status ”daerah istimewa” bagi Aceh, khususnya dalam bidang agama,
adat, dan pendidikan.

Walaupun agak sangsi, kaum ulama rupanya tidak mempunyai pilihan
selain mengikuti langkah para zuama itu. Meski sadar bahwa mereka
didukung oleh sebagian besar rakyat Aceh, para ulama harus mengakui
pula bahwa pemberontakan itu telah merugikan mereka sendiri dalam
dua hal. Pertama, peranan mereka dalam pemberontakan telah menye-
babkan mereka menelantarkan sekolah-sekolah mereka, yang berarti
putusnya hubungan dengan murid dan para pengikut lainnya di pede-
saan. Kedua, penelantaran ini memberi kesempatan kepada saingan
mereka, kaum ulama tradisional, untuk mengembangkan sekolah-
sekolah mereka sendiri di tempat-tempat yang berada di luar jangkauan
Darul Islam. Malahan, fakta bahwa sebagian besar kekuatan militer
Darul Islam bersepakat dengan kaum zuama untuk menerima tawaran
pemerintah bahkan membuka kesempatan yang lebih baik bagi ulama
tradisional untuk meningkatkan pengaruh mereka, sebab ulama PUSA
kini tidak dapat menekan mereka lagi. Walaupun pertumbuhan pe-
ngaruh Perti di bagian-bagian lain daerah ini tidak secepat di Acch Sela-
tan, di mana pemberontak kurang aktif, kenyataan itu tetap mengganggu,
terutama pada saat para ulama PUSA tidak mampu memelihara pe-
ngaruh mereka.

Namun demikian, hal yang dipikirkan oleh para ulama reformis
bukanlah semata-mata meningkatnya pengaruh kaum ulama tradisional.
Mercka juga harus memperhitungkan semangat dan perasaan rakyat.
Sebagai pendukung utama pemberontakan, terserah pada rakyat untuk
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menilai apakah perjuangan masih berharga untuk diteruskan atau tidak.
Tanpa dukungan rakyat, perjuangan tentu tidak akan dapat bertahan.
Para ulama yang memberontak itu akan dapat mempertahankan dukung-
an rakyat sejauh mereka mampu memperlihatkan bahwa mereka masih
berada di jalan menuju tujuan semula. Apa yang paling meresahkan para
ulama adalah, sikap keagamaan mereka dalam menentang Jakarta
hanyalah menarik perhatian rakyat sampai tahun 1959, tatkala Aceh
mendapat status daerah istimewa. Kebanyakan orang menilai status is-
timewa ini, khususnya dalam bidang agama, telah memenuhi tuntutan
para ulama. Rakyat berpendapat bahwa pemberontakan telah mencapai
tujuannya. Oleh karena itulah kembalinya para zuama dapat diterima
rakyat dan mereka tidak memperlakukan zuama sebagai ”pengkhianat”,
meskipun didesak bersikap demikian oleh kaum ulama. Dengan
demikian, para ulama kehilangan sebagian dari pembenaran dasar bagi
perjuangan mereka. Tetapi upaya untuk memperoleh syarat-syarat
penyelesaian yang lebih baik memperlambat berakhirnya pemberontakan
untuk beberapa lama, walaupun suatu penyelesaian pada akhirnya tidak
dapat dihindarkan.

Apakah perlawanan rakyat Aceh akan berhenti jika Pemerintah
Pusat, yang memiliki kemampuan militer untuk mengalahkan mereka,
tidak bersedia memberikan konsesi politik? Atau, apakah pemberontak
akan meneruskan perjuangan mereka sekiranya pemerintah tidak cukup
kuat secara militer namun bersedia menawarkan konsesi? Menjawab
pertanyaan pertama, sangat sukar membayangkan rakyat Aceh, yang
mempunyai reputasi tradisi perang dan perjuangan yang menonjol dalam
menentang Belanda, akan tunduk pada tekanan militer Jakarta. Apabila
Jakarta menolak mengabulkan tuntutan utama mereka, rakyat Aceh jelas
akan meneruskan perjuangan sampai mereka benar-benar dikalahkan.
Tetapi bilamana hal ini terjadi di Aceh, berlainan dengan di Sulawesi
Selatan di mana Kahar Muzakkar tidak menikmati dukungan penuh dari
penduduk setempat, rakyat Acch akan menganggapnya sebagal
"pasifikasi” suku Jawa, dan dengan demikian akan menyamakannya de-
ngan strategi Belanda pada masa sebelum perang. Dalam hal demikian,
dendam mereka akan hidup terus, mungkin untuk selamanya.

Masih menyangkut pertanyaan pertama, sulit pula membayangkan
kemungkinan bahwa ancaman tindakan militer semata-mata akan meme-
cah koalisi ulama-zuama dalam kepemimpinan kaum pemberontak serta
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akan mengakhiri pemberontakan tersebut. Kita memang telah melihat
bahwa unsur-unsur zuama bersedia menanggapi tawaran otonomi Jakara
pada akhir tahun 1950-an. Tanggapan positif mereka, dengan satu dan
lain cara, terdorong oleh kesediaan rakyat untuk menghargai adanya
perubahan penting dalam  kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap
Aceh. Sekiranya mereka tidak memperoleh syarat yang wajar dari
pemerintah, yang jelas menunjukkan kepada rakyat bahwa tujuan pem-
berontakan telah tercapai, kaum zuama akan dianggap telah mening-
galkan perjuangan dan mereka akan dicap ”pengkhianat”. Sanksi sosial
semacam ini akan mengakibatkan mereka tidak akan diterima dalam
masyarakat mereka sendiri. Kenyataannya ialah, bahkan setelah Aceh
mendapatkan kembali status propinsinya, kaum zuama tidak dapat serta-
merta meninggalkan para ulama, yang masih berpengaruh baik di dalam
maupun di luar lingkungan pemberontak dan masih berperang atas dasar
agama, sampai Jakarta juga bersedia memuaskan rakyat Aceh dalam
bidang agama.

Di lain pihak, rakyat Aceh agaknya akan siap menghentikan perjuang-
an mereka pada akhir tahun 1957 sekiranya pemerintah bersedia memu-
askan mercka dalam bidang agama, sekalipun secara militer Jakarta
tidaklah . sekuat tahun 1959. Suatu indikasi yang baik tentang
kemungkinan ini dapat ditemukan pada gencatan senjata yang tercapai
pada tahun 1957 dan bertahan sampai awal tahun 1959. Gencatan senjata
tersebut dicapai saat Pemerintah Pusat sedang menghadapi ancaman
dari para panglima militer daerah di Sumatera dan Sulawesi. Justru pada
saat yang sulit, yaitu ketika pemerintah terpaksa memusatkan sebagian
besar kekuatan militernya di tempat lain, kaum pemberontak di Aceh
menyetujui gencatan senjata. Situasi ini pasti memberikan kesempatan
yang lebih baik kepada pemberontak Aceh bilamana mereka tidak me-
ngurangi kegiatan pada waktu itu. Tetapi kenyataannya ialah, mereka
memilih bekerja sama dengan penguasa sipil dan militer setempat, yang
pada waktu itu sebagian besar terdiri atas putra-putra Aceh. Namun
demikian, ketika kemudian ternyata bahwa mereka tidak dapat mem-
peroleh konsesi lebih jauh lagi dari Jakarta, mereka pun menggagalkan
gencatan senjata tersebut padahal, dengan hancurnya gerakan PRRI,
posisi pemerintah telah menjadi lebih baik,

Apakah makna daripada berakhirnya pemberontakan di Aceh itu bagi
masalah integrasi nasional di Indonesia? Kita dapat membuat hipotesa
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bahwa berakhirnya pemberontakan tersebut berkaitan dengan adanya
suatu konsensus normatif antara Aceh dan Jakarta yang lebih tinggi
tingkatnya bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun-tahun 1950-
1953. Perubahan-perubahan dalam bidang politik, baik pada tingkat
nasional maupun daerah, telah membantu terbentuknya konsensus nor-
matif yang lebih besar di antara para pelaku politik, dan hal ini
memperkual proses integrasi nasional itu. Salah satu perubahan utama
yang terjadi antara tahun 1953 dan 1961, yaitu diperkenalkannya Demo-
krasi Terpimpin, telah meningkatkan harapan di kalangan rakyat biasa
bahwa sistem politik mereka yang baru adalah berbeda dari sistem
sebelumnya, yang penuh dengan pertikaian pada tingkat nasional dengan
akibat terabaikannya kepentingan dacrah, Kembali ke UUD 1945, yang
menandai kelahiran Demokrasi Terpimpin, tidak hanya meningkatkan
perasaan nasionalisme, melainkan juga menghidupkan kembali harapan
akan perbaikan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sesungguhnyalah
sistem baru ini mampu menampung keresahan daerah melalui
peremajaan semangat revolusi yang penuh dengan slogan-slogan simbolis
seperti "masyarakat adil dan makmur” dan ”pembangunan daerah”.

Perubahan penting lainnya ialah bahwa semua perlawanan daerah,
kecuali Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar, pada tahun 1959-1960 telah
melepaskan usaha untuk mengubah syarat dasar hubungan pusat-daerah
dan sistem politik secara keseluruhan. Di samping itu, para penggerak
perlawanan tersebut telah menetapkan untuk menerima sistem itu,
seperti dikemukakan Feith dalam tulisannya yang berjudul "Dynamics of
Guided Democracy”.'! Oleh karena itu, harapan tinggi yang tidak realis-
tis, yang sangat mengecewakan daerah pada awal tahun 1950-an, telah
membisu pada tahun-tahun 1960-1961 karena rakyat cenderung untuk
menerima sistem politik baru yang, sampai batas-batas tertentu, bersifat
akomodatif terhadap rasa ketidakpuasan daerah. Bahkan kekhawatiran
mereka akan pengaruh komunis yang sedang meningkat telah diperkecil
oleh pengungkapan gagasan-gagasan anti-komunis dalam banyak pro-
gram indoktrinasi pemerintah, di samping peranan yang dimainkan Ang-
katan Darat dalam sistem Demokrasi Terpimpin.

Dalam beberapa hal, pemahaman kita akan perkembangan politik di
Aceh selama dekade 1950-an tergantung pada interpretasi yang tepat

11. Ibid., hal. 347-350.
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atas jalannya perubahan sosial dan politik selama lima atau enam puluh
tahun sebelumnya. Dua perkembangan penting yang menandai masa
kolonial dan revolusi ‘dalam sejarah Aceh adalah turun-naiknya pe-
ngaruh politik kaum ulama dan ulcbalang, dan pergesekan antara ulama
tradisional dan kaum reformis. Karena berhasil dengan kebijaksanaan
untuk memperkuat  kekuasaan para Ulebalang dan  ditantang
sepenuhnya oleh kaum ulama beserta pengikut mercka selama ber-
langsungnya Perang Aceh (1873-1903), maka sepanjang masa kekuasaan
selanjutnya Belanda menganut kebijuksanaan yang sama, vaitu men-
dukung wibawa para Ulcbalang sebagai penguasa yang berdaulat di
wilayah masing-masing (yang disebut nanggro) dan membatasi pengaruh
kaum ulama. Sesudah runtuhnya kekuasaan Belanda pada tahun 1942,
Jepang juga mempertahankan perimbangan antara kedua kelompok itu,
meskipun kurang mendukung kaum wlebalang dan memberikan kelong-
garan kepada ulama. Oleh sebab itulah kaum wlebalang menyadari
adanya ancaman potensial terhadap wibawa mereka menjelang akhir
pendudukan Jepang. Tatkala dukungan asing terhadap kekuasaan kaum
wlebalang runtuh pada tahun 1945, maka terjadilah pertikaian terbuka di
antara kedua pihak, dan kekuatan-kekuatan wiebalang dengan mudah
dihancurkan oleh saingannya.

Pada pihak lain persaingan antara ulama tradisional dan ulama refor-
mis meningkat, secara perlahan-lahan tapi lenang, pada akhir masa
kolonial. Namun, tatkala revolusi dan penghancuran ulebalang membawa
para ulama reformis kepada kekuasaan, hubungan di antara kedua
kelompok agama ini pun berubah secara mendasar. Menyadari bahwa
kekuasaan politik kini berada di tangan kaum reformis, dan bahwa pe-
ngaruh keagamaan mercka sendiri mungkin akan terancam, maka kaum
tradisional pun mulai menentang kaum reformis secara fisik.

Kelak kita akan melihat betapa pentingnya kedudukan kedua kubu
antagonisme sosial ini dalam konflik tersebut selama dasawarsa 1950-an.
Namun untuk menempatkannya dalam perspektifl dan mencegah timbul-
nya pola interpretasi yang sangat kaku, kiranya ada manfaatnya untuk
meninjau perkembangan perpecahan ini pada era akhir kolonial dan
revolusi. Sepanjang menyangkut kekuasaan ulebalang, pertama-tama,
pemahaman atas dinamika politik masa kolonial akan berguna dalam
menjelaskan mengapa kekuvatan-kekuatan wlebalang memudar dengan
cepat pada pertengahan tahun 1950-an setelah mereka kehilangan pelin-
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dung dan pendukung dari luar dacrah. Dinamika ini juga menjelaskan
mengapa perpecahan ulama-ulebalang memudar sehingga menjadi tidak
penting pada tahun 1960 ketika Pemerintah Pusat tidak mampu lagi
mendukung kaum bangsawan itu seperti tahun-tahun 1950-1953, Kedua
pertikaian reformis-tradisional dalam kubu kaum ulama juga merupakan
bagian penting dari fakior penyebab pemberontakan, dalam arti bahwa
kaum tradisional telah berpihak pada pemerintah dan menentang kaum
reformis. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan asal-muasal perpe-
cahan ini berikut perkembangannya selama masa kolonial dan reyolusi.

Kekalahan Aceh terhadap Belanda pada tahun 1903, ketika Sultan
menyerah, telah mengganggu perimbangan kekuatan tradisional, yaitu di
antara kekuatan-kekuatan sosial-politik utama di Aceh: Sultan, Uleba-
lang, dan ulama. Dalam usaha mengalahkan Aceh, pada tahun 1874
Belanda mencoba mengusik keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan
tradisional ini dengan memperkenalkan sistem kekuasaan ’’pemerin-
tahan sendiri” bagi para Ulebalang dalam bentuk korte verklaring (perjan-
jian pendek). Namun tampaknya Belanda tidak begitu puas dengan hasil
perjanjian ini, schingga pada tahun 1898 mercka mengubahnya dan me-
maksa para Ulebalang untuk menganggap wilayah mereka sebagai bagian
dari Hindia Belanda dan memandang musuh Belanda sebagai musuh
mereka pula. 12

Berkat kebijaksanaan ini, Belanda berhasil memecah-belah kekuatan-
kekuatan Aceh dengan menciptakan konflik terus-menerus antara ke-
lompok-kelompok pro-Sultan dan pro-Ulebalang. Kebanyakan Ulebalang
bersedia menerima korte verklaring itu dan hanya sejumlah kecil saja yang
tetap setia kepada Sultan. Akan tetapi Sultan sepenuhnya didukung oleh
para ulama, yang dengan kukuh menentang Belanda dan pada akhirnya
mengambil alih kepemimpinan dalam perjuangan menentang Belanda.
Bersama sejumlah kecil bangsawan yang mendukung Sultan, kaum ulama
memberikan warna agama pada perang itu dan bertumpu pada taktik
gerilya. Dengan demikian para ulama berhasil memperpanjang per-
lawanan dan mencegah Belanda meletakkan Aceh di bawah kendalinya
secara penuh sampai kira-kira sepuluh tahun setelah Sultan menyerah.
Malah Belanda tidak mampu memperkenalkan pemerintahan sipil di

12. J. Jongejans, Land en Volk van Atjeb, vroeger en nu (Baarn: Hoelandia Druk-
kerij, 1939), hal. 285-286.
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Aceh sampai akhir tahun 1918, empat puluh lima tahun scsudah pecah-
nya Perang Aceh.

Setelah berhasil memecah kekuatan Aceh, Belanda menempatkan
Acch dalam suatu karantina politik dan agama. Mereka mencegah
masnknya pengaruh politik dari luar yang mungkin bisa memanfaatkan
kekecewaan kaum ulama. Barulah pada tahun 1921 Aceh berkenalan
dengan gagasan politik luar ketika para pemuda di Sabang, yang keba-
nyakan bukan asli Aceh, berhubungan dengan komunisme, Dan baru
pada tahun 1939 partai politik pertama, Parindra (Partai Indonesia
Raya), berdiri di Aceh. Dalam bidang agama, Belanda juga menghalangi
misi-misi Kristen menjalankan kegiatan mereka di Aceh.

Penurunan Sultan dari takhta telah menyebabkan hancurnya salah
satu dari ketiga unsur perimbangan kekuasaan yang rumit dalam
masyarakat Aceh, sehingga mengarah pada konflik antara kepentingan
adat dan agama. Untuk menjaga agar konflik potensial di antara kedua
kelompok ini tidak berkembang ke arah yang mengganggu sistem
kolonial, maka pada dasawarsa akhir pemerintahan kolonialnya, Belanda
dengan pintar memainkan tangannya. Sementara tidak mengem-
balikan Sultan sebagai pengimbang antara kaum ulama dan ulebalang,
mercka juga mencegah timbulnya pertikaian terbuka di antara kedua
unsur dari struktur kekuasaan Aceh ini. Ddlam menjalankan strategi ini,
Belanda berkawan dengan para U!ebaz’cmg, yakni kelompok terlemah
dalam konflik itu, dan melindungi mereka dari kaum ulama dengan jalan
memperkuat kekuasaan mercka dalam wilayah mereka masing-masing,
namun tanpa kehilangan kontrol atasnya. Pada waktu yang sama Belanda
memperkecil pengaruh ulama dalam masyarakat.

Dampak pasifikasi yang paling besar terhadap para ulama datang dari
kebijaksanaan yang membuka pintu bagi pendidikan sekular di Aceh.
Kaum ulama segera menyadari bahwa Belanda bermaksud menjauhkan
pemuda-pemuda Aceh dari pengaruh ulama. Dengan sendirinya mereka
sangat prihatin menyaksikan ribuan anak Aceh memasuki berbagai jenis
dan tingkat sekolah sekular. Bahkan lebih pahit lagi, banyak di antara
anak-anak ini, termasuk anak-anak mereka sendiri, dipaksa Belanda
memasuki sekolah-sekolah sekular yang semi-modern itu melalui para

13. Bernhard H.M. Viekke, Nusantara, A History of Indonesia (The Hague dan
Bandung: W. van Hoeve, 1959), hal. 326-327
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Ulebalang setempat. Pengaruh kaum ulama dalam pemerintahan juga
dikurangi Belanda, dari sebagai pemimpin penting di istana pada masa
kesultanan, menjadi penasihat pemerintahan kolonial dalam masalah-
masalah keagamaan.

Namun perkembangan sosial-ekonomis ini tidak seluruhnya meru-
gikan kepentingan kaum ulama. Sebab, mereka juga menarik keuntungan
dari perkembangan ekonomi, umpamanya melalui peningkatan hasil per-
tanian dan perluasan sistem pemasaran, sementara horison mental
mereka juga meluas berkat perbaikan sarana komunikasi. Pembukaan
jalan raya dan kereta api memungkinkan mereka mudah bergerak dari
satu tempat ke tempat lainnya serta memudahkan komunikasi dengan
kolega-kolega dan rakyat di luar desa mereka sendiri. Kemudian, popu-
laritas mereka pun meluas melampaui perbatasan kampung mereka.
Keuntungan ini menjadi jelas pada tahun 1920-an, ketika mereka terlibat
dalam kampanye ekstensif dalam rangka pembaharuan agama.

Kini pergesekan mulai berkembang dalam masyarakat Aceh, yaitu
pergesekan antara ulama dari kelompok tradisional dan reformis, di
samping antara kaum ulama dan wlebalang. Pergesekan ini akan menjadi
bagian penting dalam kepolitikan Aceh sepanjang tahun 1940-an dan
1950-an. Walaupun begitu, akan salah kiranya bila kita membayangkan
masing-masing kelompok bersifat monolitis, atau bahwa hubungan di an-
tara mereka bersifat antagonistis dalam semua hal.

Kemajuan sekolah-sekolah sekular yang merugikan pendidikan agama
menimbulkan perkembangan politik yang rumit sepanjang dua dekade
terakhir masa penjajahan Belanda di Acch. Pada satu sisi, keadaan ini
memperkuat hubungan antagonistis antara ulama dan wlebalang, dan di
sisi lain menyadarkan Ulebalang-ulebalang tertentu akan pentingnya
gerakan keagamaan. Yang terakhir ini juga menimbulkan baik konflik
maupun rekonsiliasi antara ulama dan u/lebalang.

Sementara itu, ketidakberdayaan ulama-ulama Aceh untuk mengatasi
kemunduran pendidikan agama menyebabkan para pemimpin Muham-
madiyah di Jawa memutuskan untuk mendirikan cabang Aceh yang per-
tama di Kutaraja pada tahun 1923, sebelas tahun setelah organisasi itu
sendiri didirikan di Yogyakarta. Mendesaknya pembentukan cabang
Muhammadiyah di Aceh itu terlihat pada kenyataan bahwa tindakan
yang sama tidak dilakukan di daerah lain yang juga sangat kuat keis-
lamannya, yakni Sumatera Barat. Di pantai barat Sufnatera itu, Muham-
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madiyah baru didirikan oleh pemimpin-pemimpin setempat dua tahun
kemudian,

Dalam upaya untuk mendirikan cabang di Aceh, para pemimpin
Muhammadiyah agaknya terpaksa bekerja sama dengan unsur-unsur
ulebalang demi menghindari kecurigaan Belanda, Beberapa orang
bangsawan dimasukkan ke dalam organisasi itu, sebagaimana juga halnya
dengan sejumlah ulama setempat yang terkenal. Namun demikian, pim-
pinan organisasi berada di tangan para pemimpin yang berasal dari
Minangkabau. Penyertaan para bangsawan di dalam Muhammadiyah
memang telah memungkinkan organisasi reformis keagamaan ini untuk
menghindar dari kecurigaan penguasa Belanda, akan tetapi, sayangnya;
menimbulkan pula kecurigaan ulama-ulama Aceh. Para pemimpin pusat
Muhammadiyah akhirnya menyadari hal ini schingga mereka meng-
angkat seorang ulama Aceh untuk memimpin cabang Kutaraja semenjak
tahun 1929."" Namun begitu, karena kepengurusan setempal sangat
memihak kepada pemimpin-pemimpin dengan latar belakang Minang-
kabau, maka Muhammadiyah (idak dapat menjadi sebuah organisasi
besar di Aceh.

Keberadaan Muhammadiyah dipandang sebagai suatu tantangan oleh
para ulama Acech, Akibatnya, sejumlah madrasah bermunculan untuk
menggantikan dayah (pesantren) pada tahun 1928-1929; delapan tahun
kemudian terdapat sekurang-kurangnya 98 madrasah di daerah itu.”
Untuk menyebarkan ajaran agama, para ulama berkeliling dari satu tem-
pat ke tempat lainnya untuk memberikan tablig kepada pendengar yang
lebih luas. Banyak di antara mereka yang mengajar ke luar kampung
mereka sendiri sehingga memperluas horison mereka. Sementara para
ulama menyebarkan agama melalui dakwah yang membangkitkan
harapan rakyat akan kemajuan, anak-anak muda memasuki sekolah
mercka dengan penuh minat. Oleh karena itu, masa ini pada umumnya

14. "Moehammadijah™ (Kutaraja, 1935), sebuah brosur; kutipan pada halaman
yang tidak bernomor;

15. Lihat “"Verslag Tablegh Akbar di Loeboek 111 Mks: Keurukon dan Pertemoean
Oclama-oclama di Koetaradja 1-2 October 1936", sebuah brosur yang dikeluarkan
oleh Pengoeroes Besar Djami'ijah Al-Ishlaahijjah, Sungei Limpah (Kutaraja), 1936, hal,
10-12. Sebagai perbandingan, terdapat 328 volkscholen (sekolah desa) yang didirikan
Belanda i seluruh Aceh sampai whun 1938, di samping sekolah-sekolah sekular
dalam bentuk lain. Lihat Jonge)jans, op. cit., hal. 264.
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. . 16
dikenal dengan sebutan “zaman kesadaran” atau “zaman kemajuan”.

Dalam suasana inilah para ulama reformis mendirikan organisasi mereka
sendiri, PUSA, dan memilih Daud Beureueh sebagai pemimpin mercka
pada tahun 1939.

Karena kebanyakan uvlama yang menguasai madrasah dan terlibat
dalam penyebaran zaman kemajuan adalah anggota PUSA, di samping
karena kenyataan bahwa Muhammadiyah tidak mampu mengembangkan
diri, maka semua reputasi atas “kemajuan” disandang oleh organisasi
baru itu. Oleh sebab itu dukungan rakyat bagi organisasi tersebut adalah
luar biasa. Hal ini tercermin pada dukungan yang diberikan mereka ter-
hadap kegiatan-kegiatan PUSA. Kendatipun, dari namanya, meru-
pakan suatu perkumpulan para ulama, rakyat menganggap PUSA
sebagai organisasi mercka, Untuk menampung dukungan rakyat yang
luar biasa itu, maka pada tahun 1940 para pemimpin PUSA membentuk
suatu organisasi massa, Pemuda PUSA, di bawah kepemimpinan seorang
ulama muda, Amir Husin Al-Mudjahid.

Selain mendirikan sekolah-sekolah baru di seluruh daerah, para
pemimpin gerakan baru itu juga menyebarkan gagasan keagamaan yang
baru dan belum dikenal. Akibatnya, konflik dengan ulama tradisional
tidak dapat dihindarkan. Kaum reformis dipimpin oleh Daud Beureuch
dan Teungku Hasballah Indrapuri, sedangkan kaum tradisional dipimpin
oleh berbagai ulama, yang paling terkenal di antara mercka adalah
Teungku Hasan Krueng Kalee. Di lain pihak, gerakan itu menyebabkan
adanya rekonsiliasi antara para ulama reformis dan Ulebalang-ulebalang.
Gerakan tersebut menarik banyak Ulebalang ke dalam persaingan untuk
membangun nanggro mercka; akibatnya mereka bersaing satu sama lain
untuk mendirikan sekolah-sekolah, dan berusaha mendapatkan ulama-
ulama terkenal untuk mengajar di daerah mercka, Perkembangan ini
mendorong tumbuhnya saling pengertian antara beberapa ulama dan
Ulebalang untuk menentang Belanda apabila ada l-ce,sc:mpatam.”r Rekon-
siliasi ini membuka jalan bagi kerja sama selanjutnya di antara kedua
kekuatan tersebut. Oleh sebab itu, ketika kaum reformis membentuk

16. Ismail Jakub, ‘“'Pergerakan di Atjeh dalam 10 Tahoen', Sinar, 7 (15 April
1940), hal. 125. Lihat juga Osman Raliby, 'Masjarakat Atjeh Baroe", Penjoeloeh, Ok-
tober 1941, dikuup dalam Siegel, op. eit., hal. 120,

17. T-.M.A. Panglima Polim, "Memoir (Tjatatan), T.M.A. Panglima Polim" (Banda
Aceh, 1972), hal. 2.
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PUSA, banyak Ulebalang ~mendukung mereka meskipun kaum
bangsawan beraliran keras menentangnya.

Para penguasa Belanda pastilah melihat adanya bahaya dalam
perkembangan ini. Oleh sebab itu pendekatan divide et impera yang
klasik itu kembali dipakai. Untuk memisahkan Ulebalang-ulebalang dari
kerja sama yang erat dengan para ulama, Belanda memanfaatkan
ketidaksenangan para wlebalang terhadap Sultan, Demikianlah pada
akhir tahun 1930-an secara licik Belanda mengeluarkan gagasan bagi
kemungkinan untuk mendirikan kembali Kesultanan Aceh. Secara
kebetulan langkah Belanda ini diambil bersamaan dengan pembentukan
PUSA pada tahun 1939. Kebanyakan Ulebalang yang menentang kem-
balinya Sultan, terutama di Kabupaten Pidie, mengaitkan organisasi baru
ini dengan gagasan Belanda untuk mendirikan kembali Kesultanan, mes-
kipun sesungguhnya banyak pemimpin puncak PUSA sendiri tidak
menyukai gagasan tersebut. Mercka menuduh para Ulebalang yang dekat
dengan PUSA memiliki kepentingan pribadi dalam usaha membangun
kembali Kesultanan itu. Seperti sebuah ramalan, mereka menyindir
bahwa PUSA sebenarnya merupakan kepanjangan dari ”Pembunuh
Ulebalang Seluruh Aceh”, Namun demikian, kenyataannya ialah bahwa
sampai Belanda takluk kepada Jepang pada tahun 1942, mereka tidak
pernah menghidupkan kembali Kesultanan itu.

Kendatipun berhasil menghidupkan kembali antagonisme antara
Ulebalang-ulebalang tertentu dengan kaum ulama, Belanda tidak dapat
mencegah timbulnya suatu pemberontakan yang meluas terhadap
mereka pada akhir Februari 1942, Beberapa Ulebalang, dipimpin olch
Teuku Njak Arif, seorang Ulebalang yang populer dari daerah Kutaraja,
dan Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, putra seorang pahlawan
terkenal dalam Perang Aceh, berhasil mendesak Ulebalang-ulebalang
untuk bekerja sama dengan para ulama dalam menentang Belanda.
Tentu saja para Ulebalang penganut garis keras tidak mempunyai alter-
natif lain selain daripada melupakan antagonisme mereka dan men-
dukung gerakan anti-Belanda, sebab ketika itu Jepang sudah menyita
Malaya dan Singapura dari Inggris. Belanda sendiri benar-benar tidak
sempal menangani pemberontakan itu, kar¢na pendaratan serdadu
Jepang di Sabang pada awal Maret telah memaksa mereka meninggalkan
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ibu kota dan kota-kota pantai l::linnya\.]8 Dua minggu kemudian Jepang
menguasai seluruh daerah tersebut secara penuh.

Namun demikian, setelah Belanda kalah, segera menjadi jelas bahwa
Jepang pun tidak memenuhi harapan pemimpin-pemimpin PUSA., Tam-
paknya penguasa-penguasa Jepang menaruh curiga terhadap para
pemimpin PUSA; dan mereka percaya bahwa pemimpin Aceh bekerja
sama dengan mereka hanya untuk memperoleh kekuasaan bagi mereka
sendiri, Oleh sebab itu mercka akhirnya sangat khawatir akan langkah-
langkah Aceh menempatkan beberapa pemimpin PUSA dalam dinas
pemerintahan setempat segera setelah kantor-kantor tersebut diting-
galkan oleh Belanda. Karena tidak menyenangi keadaan ini, Jepang pun
bergerak menentang PUSA. Segera setelah pendaratan di daerah itu,
mereka menangkap beberapa pemimpin puncak PUSA, termasuk Daud
Beureueh dan Husin Al-Mudjal':id.19

_ Akibatnya, PUSA dan Pemuda PUSA menjadi tidak aktif selama
masa pendudukan Jepang di Aceh. Hanya sesudah itulah Jepang dapat
menguasai daerah tersebut dan, walaupun tidak mudah, melemahkan
pengaruh para ulama. Setelah menaklukkan PUSA, Jepang menempuh
taktik klasik yang menyeimbangkan kaum ulama dan bangsawan seperti
yang pernah dilakukan Belanda. Kebanyakan unsur PUSA dipaksa
melepaskan posisi mereka dalam pemerintahan lokal. Sebagai gantinya,
sesudah menguatkan kekuasaan para Ulebalang, Jepang menempatkan
beberapa bangsawan. Tetapi Jepang juga mempertahankan beberapa
pemimpin muda atau anggota Pemuda PUSA dalam beberapa jawatan
pcmcrintahan.m Barangkali Jepang tidak merasa terancam oleh orang-
orang ini setelah PUSA dan Pemuda PUSA dilumpuhkan.

Namun demikian, Jepang tidak dapat terus mengabaikan para
pemimpin PUSA, sebab keresahan yang meningkat di kalangan rakyat

18. Untuk pembahasan yang mendalam tentang pemberontakan tersebur, lihat A.J,
Piekaar, Atjeh en de Oorlog mel Japan (‘sGravenhage dan Bandung: NV Uitgeverij W.
van Hoeve, 1949), hal. 57-106.

19. Wawancara dengan Teuku Muhammad Amin, Kutaraja, 15 Oktober 1973, dan
Husin Al-Mudjahid, Lhokseumawe, 2 Agustus 1973.

20. Abdullah Hussain, salah seorang Aceh yang terlibat dalam kegiatan rahasia
PUSA-Jepang itu, menjelaskan bahwa banyak anggota Pemuda PUSA, terutama mereka
yang telah menerima latihan dari Jepang di Malaya, dipekerjakan sebagai klerk pada
kantor Residen Jepang di Kutaraja. Lihat Abdullah Hussain, Terjebak (Kuala Lumpur:
Pustaka Antara, 1956), hal. 118 dan seterusnya.
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setempat memaksa mereka bekerja sama dengan pemimpin PUSA itu.
Rakyat Aceh, yang merasa sangat terganggu oleh ketidakpedulian
Jepang terhadap nilai-nilai agama dan adat, menjadi tidak puas. Ketidak-
puasan ini menimbulkan berbagai tantangan terhadap Jepang dalam
bentuk serangkaian pemberontakan, yang akhirnya mengembalikan pen-
dulum ke arah PUSA. Meningkatnya keresahan sosial di daerah itu dan
kekalahan-kekalahan besar yang dialami di medan pertempuran Pasifik
memaksa Jepang berpaling kepada pemimpin-pemimpin PUSA demi
bantuan. Karena itu kekuatan tawar-menawar para pemimpin PUSA pun
meningkat, schingga Jepang tidak punya pilihan selain daripada berbaik-
baik dengan mereka, dan ini merugikan kaum ulebalang. Ketergantungan
Jepang kepada PUSA ini terutama sekali dirasakan dalam pengerahan
rakyat untuk pertahanan. Benteng-benteng dan lapangan-lapangan ter-
bang tidak akan dapat kiranya dibangun tanpa bantuan pemimpin
PUSA, sebab rakyat menolak dijadikan romusha jika disuruh oleh para
Ulebalang.

Adalah jelas bahwa para pemimpin PUSA tidak bekerja sama dengan
Jepang tanpa sesuatu alasan. Sebagai imbalan untuk kerja sama itu mere-
ka memperoleh ganjaran politik dari Jepang, yang kini bersedia meng-
akui peranan kaum ulama dalam bidang politik. Pada awal tahun 1943,
Jepang dengan segan-segan sepakat untuk membentuk badan penasihat
agama dalam pemerintahan seperti badan penasihat politik yang dipim-
pin oleh Teuku Njak Arif. Akan tetapi, karena masih tidak dapat
mempercayai para pemimpin PUSA, Jepang memberikan kedudukan itu
kepada Tuanku Abdul Aziz, seorang ulama yang netral dan keturunan
Sultan. Namun begitu posisi para pemimpin PUSA meningkat sedikit
demi sedikit, terutama ketika Jepang mengubah badan penasihat itu
menjadi suatu dewan ulama pada bulan Maret 1943, dan mengangkat
Ketua PUSA Daud Beureueh sebagai wakil ketua I1.%!

Suatu indikasi yang baik tentang meningkatnya posisi para pemimpin
PUSA pada masa Jepang tercermin dalam komposisi Dewan Penasihat
Keresidenan untuk Aceh. Waktu dibentuk pertama kali pada tahun 1943,
dewan ini didominasi oleh kaum w/ebalang yang menguasai delapan belas
dari tiga puluh kursi yang ada, sementara PUSA hanya diberi satu dari

21. Wawancara dengan Teungku Junus Djamil, Kutaraja, 30 Juli 1973, Lihat juga
Piekaar, op.cit., hal. 205-206.
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tujuh kursi yang diperuntukkan bagi para ulama.?? Perombakan yang
dilakukan pada awal tahun 1945 memperluas keanggotaan dewan itu
menjadi tiga puluh delapan, dan meningkatkan jumlah wakil kaum ulama
menjadi sepuluh, lima di antaranya berasal dari PUSA, padahal per-
wakilan ulebalang tidak berubah. Angka ini menunjukkan peningkatan
kepercayaan Jepang terhadap PUSA.

Tentu saja kaum ulebalang sangat cemas akan peningkatan pengaruh
politik PUSA. Mereka tidak mampu memperoleh simpati Jepang sebab
mercka gagal bersaing dengan para pemimpin PUSA dalam pengerahan
tenaga kerja untuk romusha. Kemunduran posisi ini mendorong para
ulebalang bereaksi dalam dua cara. Sebagian dari mereka, seperti Teuku
Njak Arif dan Panglima Polim, tetap mempertahankan kerja sama de-
ngan Jepang. Yang lainnya mengambil langkah ekstrem dan mengga-
bungkan diri dengan gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dipimpim
oleh beberapa unsur pro-Belanda dalam masyarakat Ambon, Menado,
Indo, dan Belanda. Akan tetapi pendekatan garis-keras ini berakhir de-
ngan kegagalan ketika Jepang berhasil membongkar gerakan terscbut
dan menghukum mati bangsawan-bangsawan itu.”® Hal ini mendorong
Jepang lebih dekat lagi kepada para pemimpin PUSA.

Anlagonisme antara kaum ulama dan para Ulebalang muncul kembali
segera setelah penyerahan Jepang diberitahukan kepada rakyat Acch
pada tanggal 21 Agustus 1945; pengumuman ini mengejutkan pemimpin
ulama dan wulebalang. Para pemimpin PUSA dan beberapa Ulebalang
yang pernah terlibat dalam pemberontakan melawan Belanda pada
tahun 1942 kini merasa terancam karena khawatir bahwa Belanda pasti
akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kegiatan-kegiatan anti-
Belanda. Di pihak lain, banyak Ulebalang, yang telah mengalami
kesulitan dengan Jepang dan para pemimpin PUSA, terutama mereka
yang berada di Kabupaten Pidie, sangat mengharapkan kedatangan sang
majikan lama. Tanggapan yang kontras terhadap penyerahan Jepang ini,
dan perhitungan akan kembalinya Belanda, menimbulkan ketegangan di
Aceh. Dalam suasana itulah berita-berita tentang kemerdekaan In-
donesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai daerah tersebut.

Pemerintahan Republik di daerah itu (Keresidenan), yang terbentuk

22. Untuk daftar anggota dewan itu, lihat ibid., hal. 344-347.
23. Tentang gerakan ini, lihat ibid. | hal. 308-315.
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di Kutaraja pada awal Oktober 1945, memperlihatkan kerja sama antara
para ulama dan Ulebalang yang anti-Belanda. Tampaknya, para ulama
membiarkan unsur-unsur ulebalang untuk menguasai posisi-posisi pen-
ting dalam pemerintahan setempat semata-mata karena kekhawatiran
bersama terhadap kembalinya Belanda. Teuku Njak Arif, Ulebalang dari
suatu nanggro di Aceh Besar, menjadi residen Aceh. Di dalam stafnya
termasuk Ketua PUSA Daud Beureuch, yang menjadi kepala Kantor
Urusan Agama dan anggota Komite Nasional Daerah. Namun demikian,
persaingan antara kaum ulama dan ulebalang terus berlangsung dalam
barisan Republik, terutama di kalangan para pemuda. Ketika Residen
Arif mendirikan API (Angkatan Pemuda ]nnd()nf::iia),24 suatu embrio ten-
tara nasional di daerah itu, korps perwiranya didominasi oleh para per-
wira Giyugun yang berorientasi kepada ulebalang dan bukan kepada
PUSA. Pembentukan API segera diikuti oleh pendirian IPI (Ikatan
Pemuda Indonesia), yang kemudian menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis
Indonesia) yang dikendalikan pemuda-pemuda yang berorientasi kepada
PUSA.

Meskipun sangat dipengaruhi oleh kaum bangsawan, di Aceh
pemerintah Republik gagal memperoleh  dukungan  dari banyak
Ulebalang lainnya, Oleh karena itu pecahlah serangkaian konflik fisik
ketika para ulebalang mulai menangkap unsur-unsur pro-Republik di
daerah Lammeulo di Kabupaten Pidie pada akhir Oktober. Pertikaian
meningkat di daerah-daerah pedesaan pada saat kekuatan-kekuatan
Republik dan ulebalang setempat berusaha untuk menguasai kampung-
kampung di kabupaten tersebut. Akhirnya kaum w/ebalang dihancurkan
pada pertengahan Januari 1946 ketika kekuatan-kekuatan Republik dari
seluruh Aceh mengalir ke kabupaten itu. Walaupun kampanye melawan
kelompok ulebalang Cumbok berlangsung lebih atas dasar konflik antara
unsur-unsur pro dan anti-Republik, kampanye itu sendiri sebenarnya
mencerminkan pertikaian antara kaum ulama dan wlebalang. Sementara
sudah jelas bahwa para ulama PUSA berada di belakang kekuatan pro-
Republik, pemimpin-pemimpin PUSA juga mengaitkan bangsawan-
bangsawan nasionalis, seperti Residen Arif, dengan kelompok Cumbok
itu, Mereka menuduh Arif dan beberapa wlebalang pro-Republik lainnya

24. Kemudian ia menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan akhirnya Tentara
Nasional Indonesia (TNI).
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bersimpati pada para ulebalang di Cumbok. Oleh sebab itu, pemimpin-
pemimpin PUSA mendesak Gubernur Sumatera Mr, Teuku Muhammad
Hasan agar memecat mereka. Gubernur Hasan sepakat untuk mengganti
Arif, tetapi karena sudah mengetahui maksud Gubernur lebih dahulu,
Arif meminta agar diizinkan mengambil “cuti sakit” sebelum ia diber-
hentikan. Gubernur Hasan kemudian mengangkat Teuku Chik
Daudsjah, seorang Ulebalang dari Aceh Timur yang mempunyai hubung-
an dekat dengan para pemimpin PUSA, sebagai akting (penjabat)
residen.

Peristiwa Cumbok menyebabkan pengaruh PUSA dalam politik
meningkat, meskipun pemimpin-pemimpinnya sama sekali tidak mengu-
asai pemerintahan daerah. Kemenangan para ulama PUSA dalam kam-
panye menentang kekuatan Cumbok pastilah merupakan suatu faktor
yang mendorong para pemimpin-pemimpin PUSA untuk memperluas
pengaruh mereka di Kutaraja dengan jalan mengamankan posisi-posisi
penting dalam tangan mereka sendiri. Akan tetapi langkah itu tidaklah
mudah bagi pemimpin-pemimpin PUSA sebab akan mengancam in-
tegrasi organisasi mereka. Tekanan yang kuat dari unsur ekstrem dalam
kepemimpinan PUSA supaya mengambil alih kendali atas daerah itu
hampir saja menimbulkan disintegrasi organisasi tersebut. Agar dapat
menaklukkan unsur-unsur ekstrem ini, Daud Beureueh menyetujui per-
mintaan mereka supaya menguasai badan koordinasi pertahanan, yang
hingga saat itu dipimpin Komandan Divisi TRI Sjammaun Gaharu. Oleh
karena itu, pada akhir Januari 1946 dibentuklah suatu badan koordinasi
baru yang kepemimpinannya didominasi para pemimpin PUSA. Di luar
Kutaraja, pengaruh pemimpin PUSA dalam bidang keamanan juga
meningkat setelah Akting Residen Daudsjah memberi wewenang kepada
Pesindo dan Mujahidin untuk mengambil alih tanggung jawab kepolisian
dalam pemeliharaan ketertiban di daerah perkotaan dan pedesaan.

Akan tetapi sangatlah sulit untuk memuaskan kaum ekstrem ini sebab
situasi belum berubah secara fundamental sejak peristiwa Cumbok,
khususnya dalam bidang pemerintahan. Kendati lembaga pemerintahan
ulebalang telah dihapus dan diganti dengan sistem negeri (yang kemudian
menjadi kecarmatan) dan anggota-anggota PUSA  diangkat menjadi
pemimpin unit-unit pemerintahan ini, kenyataannya adalah bahwa di luar
Kabupaten Pidie tetap masih banyak bangsawan yang menjadi bupati
atau wedana. Karena kecewa akan situasi ini, Al-Mudjahid pun meren-

27




canakan untuk mengambil alih kekuasaan sehingga dapat menghan-
curkan para pemimpin nasionalis bukan-PUSA yang dianggapnya
"sisa-sisa ulebalang”. Oleh karena itu, pada awal Februari 1946 ia mem-
bentuk Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di Idi, dengan mana ia ber-
maksud untuk membersihkan semua sisa wlebalang di seluruh Aceh.
Dengan segera Aceh Timur mengalami aksi pembersihannya. Kemudian
pasukannya bergerak ke utara, dan akhirnya menekan Kutaraja karena
pemerintah tidak mampu menghentikannya. Di sepanjang jalan ke Kuta-
raja, ratusan keluarga ulebalang dan para pemimpin nasionalis dibunuh
atau dikirim ke tempat tahanan di Aceh Tengah, dan anggota-anggota
PUSA ditempatkan pada jabatan-jabatan yang ditinggalkan mercka.

Dengan demikian, gerakan TPR menyebabkan berdirinya rezim
PUSA di Aceh setelah semua pejabat bukan-PUSA diberhentikan dari
pemerintahan lokal, dan sebagai gantinya diangkatlah pejabat yang bero-
rientasi pada PUSA. Namun demikian, rezim tersebut mempertahankan
beberapa pejabat bukan-Aceh yang memiliki keahlian teknis. Meskipun
ada perubahan mendadak dalam struktur pemerintahan, rezim baru itu
tampaknya tidak sulit memeclihara keamanan dan ketertiban, Pada
kenyataannya, itulah saat, untuk pertam